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Pendidik dan Kesehatan
Mangupura (Bali Post) - V
- Kabupaten Badung k_ini mengalami krisis tenaga di
bidang pendidikan din kesehatin. Kondi"i i"ii"rl?"",
sejak kasus CPNS ta_hr,rn 2012, pemkab Badung ""-p"isekarang belum melakukan penerimaan CpfrS bar.r.
$-9pala Baalan Kepe gawaian Da-erah (BKD) Badung I Gede
lVijava mengatakan, formasi guru paiing diUnt..t tl.n saat
ini, terutama guru Sekolah Dasaf(Sn).

teri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(Men-PAN RB) menseluarkan
edaran, tahun ini tidak ada per-
ekrutan CPNS.

Dijelaskannya, setiap tahun
pihaknya secara rutin melagor-
kan kondisi kepegawain di Ba-
dung ke Men-PAN RB maupun
Badan Kepegawaian Nasional
(BKN). Tahun 2015 ini, BKD
Badung melaporkan adanya
kekurangan PNS seribu lebih.
"Rutin kami laporkan kondisi
kepegawaian ke Men-PAN dan
BKN. Tetapi tahr,rn ini, Menpan

"Guru saja sekitar 600-san
kami kurang, terbanyak guru
SD. Kemudian tenaga kesehatan
sekitar 400-san. Data pastinya
saya tidak hafal," ujar Wijaya,
Senin (7/6) kemarin.

Menurutnya. selain guru dan

tenaga kesehatan, Badung juga
masih membutuhkan tenaga
teknis lain. Walaupun tahun
ini tidak ada perekrutan, tahun
depan pihaknya akan tetap me-
laporkan kondisi kekurangan
PNS ini ke pusat. Sebab, Men-

melalui surat edaran menyam_
pqlkan tak ada perekrutan
CPNS," ucapnva.

^.:llmentara itu, kalangan
PPRD Bgdung sangat mendu-
kung_ lai{fah eksekutif men-
gusyttlan tambahan pNS. Meski
j".q.trt_t PNS di Badung sudah
lebih dari sembilan ribu orang,
ak_an tetapi masih belum men_
f 
yI"pi.3S.ang kenyataannya

kita 4i Badung masih kekuran-
gan PNS, khususnya tenaga
guru. pemerintah pusat har_
usnya melakukan evaluasi ke
bawah agar mengetahui kondisi

Berita ini bisa dikomenbri
pada acara Cifa Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

sesungguhnya," tegas anggota
Komisi I DPRD Badung I M;j;
Duama.

Pihaknya berjanji akan ikut
m-engawal perj ua ngan eksekutif."Kalau tahun ini tidak bisa,paling tidak tahun depan kita
narus mendapatkan formasi dari
pusat," ujarnya. q-1r t)
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Dewan
Minta DilnrPelestarian

Hutan Diperbanyak
Negara (Bali Post) -

qPRD Jembrana mengharapkan dinas terkait aktif mengajukan bantuan Dana
Aloliasi Khusus (DAK) untuk p-elestarian hutan. Pasalnya, Eeleradaan hutan san-.
gat_penting sebagai penyangga dan sumber air yang bermanfaat bagi pertanian
di .Jembrana. Desakan itu diutarakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD
{em$rana, I Putu Kamawijaya saat rapit kerja (raker)-dengan Tim-Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) membahaJKUA/PPAS, Senin (o/7; kemarin.--

. Anggota Fraksi Demokrat di Jembrana dan merupa-
ini meirgatakan perlunya kan paru-paru Pulau Bili.
anggar'an yang lebih dari Karena itu menurutnya
DAK urntuk menjaga kele- diperlukan anggaran untuk .

starian. hutan di Jembrana pemeliharaan hutan untuk
dan Brali secara umgm, Se- menjaga fungsi hutan men-
!ab, r,nsnurutnya dengan jaga"k6seimb"angan alam.
luas.hutanyangadadiBali, "sekardng ini sirkulasi
TTI t_0 l"trr1 l"t.d. air sudah trjar slnem a1!r

lagi, hutan tidak bisa meny-
erap air dan menjadikannya

,sebagai sumber air. Karena
itu harus dijaga kelestarian-
nya," tandas Kamawijaya.
Kondisi saat ini tidak seperti
dulu, dimana ada hujan ter-
jadi banjir dan air langsung
mengalir ke la.ut. Daerah

bi". met gaj"ka" da" m"n-
gusulkan anggaran untuk
itu ke pemerintah Pusat
dalam bentuk DAK.

Ia meminta kepada ekse-
kutif untuk aktif danberkon-
sentrasi pada pengajuan
DAK itu. Sementara itu,
rapat yang sedianYa mem-
bahas KUA/PPAS akhirnYa
ditunda. Dewan meminta
agar KUA/PPAS disesuaikan
dengan regulasi Yang sudah
berlaku yakni Permendagri
nomor 52 tahun 2015 ten-
tang Pedoman PenYusunan
APBD tahun 2016.

TAPD yang diPimPin Sek-

da Jembrana I Gede Gunad-
nya itu akhirnya sepakat
rapat ditunda untuk penye-
suaian aturan. Menurutnya
penyesuaian itu baru akan
dilakukan sosialisasi dari
provinsi dalam waktu dekat.
Ketua DPRD.Jembrana I
Ketut Sugiasa, mengatakan
rapat ditunda hingga ada
sinkronisasi dengan aturan
baru yakni Permendagri 52
tahun 2015. "Kita tunda,
agar pembahasan tidak sia-
sia. Sambil SKPD fokus
untuk pengajuan usulan
bantuan ke pusat," terang-
nya. (kmb26)
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DPRD Soroti Toilet Pasar Galiian
Semarapura (Bali Post) -

Rusaknya beberapa fasilitas qeperti toilet di Pasar Galiran
disoroti anggota DPRD Klungkung. DPRD Klungkung me-
minta agar Kepala UPT Pasar tidak serta merta mengejar
target retribusi semata untuk meningkatkan PAD. Pengelola
diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik bagi peda-
gang maupun masyarakat yang berkunjung ke pasar Galiran.
"Pasar Galiran kan sumber PAD, jadi kita harapkan keluhan

.. dari pedagang ini benar-benar fiperhatikan," ujar Ketua DPRD
Klungkung Wayan Baru, Senin (6i7) kemarin.

Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru mengatakan perso-
alan yang terjadi di pasar Galiran harus mendapat perhatian
serius. Apalagi di pasar.tiilak-lranya t_erdap_at pedagang, \e-
nyamanan pengunjung juga diperhatikan. Ia juga mengaku
sering mendapat keluhan terkait pengelolaan pasar Galiran.
"Jangan hanya memikirkan untuk menjadi calon sekda saja.
Kepentingan masyarakat diutamakan. Apalagi pasar meru-
pakan sumber PAJ)," kritiknya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi II DPRD Klung-
kung Wayan Buda Partawa. Politisi asal Desa Timuhun ini juga
meminta agar Kepala UPT Pasar bisa memberilan pelayanan
yang baik kepada pedagang maupun pengunjung. Apalagi per-
soalan toilet yang rusak. Hal ini bisa diperbaiki tahun ini dalam
anggaran perubahan. Narnun demikian, Buda meminta agar
persoalan yang terjadidi pasarjuga segera dituntaskan. Kar-
ena dia mendapat informasi tidak hanya persoalan WC yang
rusak yang te{adi di pasar, namun saluran air dan masalah
jalan juga perlu mendapat penanganan. (kmb)
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Dugaan Penyimpangan Up pBB

Jaksa Periksa
--_,-

EmpatPeJab at
dan Mantan Sekda

Bangli (Bali Post) -
Empat pejabat akt-if serta mantan Sekretaris Daerah (sekda) Bangli diperiksa timpenyidik Kejaksaan Negeri gangli, S;nin <elzl t.--""itlii"ir""iksaan yang berlangsung

:."_tly. bebe.r133.j"T irq te"ta?'Je-ngari a"g."" 1"""" p,upah pung"t r0pfp.J"li u,ii"ii"""u"iiisunan (pBB) tahun ;il8tT8iil.*an 
pengelolaan

gut hanya diberikan kepada
mereka yang melakukan pr,rn-
S.u.tqr, "Tetapi ini ada vang
tidak bekerja ikut meneiimi
upah purrgut. Ini yang sedang
kami dalami." teringnl'a. Disl
lnggung berapa kira-kira nilai
kerugian yang diakibatkan
dari -dugaan penyimpangan
tersebut, Bagus Putra beir"rm
mau mengungkapkan. Se_
bab pihaknya masih harus
menunggu hasil audit dari
BPKP. "Untuk hal itu kami
harus koordinasi densan
BPKP," katanva.

Bagus menambahkan selain
megeril<sa empat orang pejabat
a-ktifdan satu orang mantan Sekda
kemarin. belum lama ini pihirknya

juga telah memeriksa lima
orang lainnya yang diduga
mengetahui pengelolaan umh
pungut PBB ini. ''Total-su-
dah_ada 10 orang yang kqmi
periksa. f,eliir lairvat aari
DispendA. Bagian-Keuan-
gan. Bagian Hukum, dan
beberapa yatrg terkait lairurya..
bebernya. Sesuai rencana jada
Selasa hari ini. pihaknya
;uga akan memeriksa be-
berapa pejabat di Lins-
kungan Pemkab Baneli
lainnya. (kmb40)

Kepala Seksi pidana diperiksa jaksa sejak pukulKhusus (Kasi pidsus) Kejari i0:t0^;;;^: U"".[",aipJ"]tJ"
Pangli Pggu. Putra seizin di ;;";;;" terpisah. BasusKajari Ida A5,u Retnasari menleta'ska".'t'"i;;;r;;-di:
mengatakan adapun pejabat minlai keterangan t.i"f."itaktif yang diperiksa pii,_1t1rvu l*i;; id..ry^ dG;";;;;;:kemarin yakni mantan Kadis_ impingan daiam p"engetotaan
Pgn4a yang juga mantan .,prhp-""g"tpBBtahun2006-Plt. Sekda Baieli Bagus Rai ZOtO.'niiana sesuai denganDarmayuda, mintan"Kabaj t_;lyia;t"" sementara, pihakKeuangan yang juga mantai k"j"."i -""emukan ad.anya
fia.dlsp6nda Kelut Riang, Ka- il'ik;., p;;b;il;;"il;?":bid Per_r_agihan Pajak Bisuki, "eikr;il"""t.serta Kasubae Perundang_ -Dikatakan 

Bagus dalamundangan Nasiudin,- _ 
- kasus ini ;atsa mensinva_Sementara manran Sekda ii"-r":"_rli-i?:it""i il,i_Bengli yang juga.ikut dip_er- tiart-i"r"t b"f""J^-*";;;:

rksa kemarin yakni Wayan Su- nikmati 
"pan 

p"ngu;-d"6;arka. Keliminya yang masrh prosentase tertentu. MenurutDerstatus saksr tersebut mulai Bagus, seharusnya upai, p"n_
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Pipa Tua Bocor V
Air PDAM Kecrat-kecrit
Arnlapura (Bali Post) -

Jarlngan pipa PDAM yang sudah tua di Kota Amlapura kerap
rusak din bocor. Saat perbaikan pipa tersebut, pasokan air-ter-
hambat atau kecrat-kecrit. Karena itu, pasokan air ke gedung

DPRD Karangasem juga kerap ngadat.
Hal itu disimpaikan Ketut DPRD Karangasen, NengahSu-

mardi, Senin (O/Z) kemarin di Karanqasem: tr-enalggapi pu99\T
air ke gedung niegah itu ngadat. Pasokan-airKamis-Jumat(2-317)
dikeluhkan ngadat oleh anggota dewan dankaryawan setempat'
F"a"n"L ,l.,tn*ut (3/7), ada rapat gabungan komisi dengan eksekutif
dan banyak tamu yang datang. Sejumlah karyawan di sekretariat
DPRD dln anggota DPRD di antaanya Gede Dauh Suprapta tam-
pak kebingungan ke luar masuktoilet, tetapi tak ada air'' 

Sumardi mengaku terkadang air lancar, tetapi bisa juga seret
air ke DPRD. Sernentara itu, Sekwan Drs. Wayan Ardika ke-

marin, mengatakan, pihaknya sudah menanyakan masalah itu
ke PDAM l{*ra.tgas"-. Diirrformasikan, ada banyak-perbaikan
pipa iarinsan PDAM di lingkungan Kota Amlapura. Banyaknya
t"it,saka. atau kebocoran dan harus segera diperbailo. agar air
tak banyak yang terbuang percuma. Kebocoran pipa karena pipa
sudah tua. Soaliyu, jaringin pipanisasi air dari mata air Tauka,
Desa Tiyrngtali sekiiar 3 km utara Kota Amlapura, sudah diban-
gun pada masa penjajahan Belanda tahun 1928." li lain piha\ Direktur PDAM Gede T. Baktiyasa, ke-marin,
me.rya-puikan, pihaknya baru masuk kerja setelah cuti karena
.,puiutu ngaben di kampungny-a di Desa Datah, Karangasem'
Gmarin, &.a mengaku belum tahu kenapa pasokan air ke kamar
mandi di Sekretariat DPRD Karangasem kerap ngadat.

Dia mengatakan, jaringan air bersih PDAM di Kota Amlapura

-"*rrrg ,.rl"h tua, didugi sudah banyak karatan. Karena itulah,
kerap plpa bocor di dalam kota. Perbaikannya jug:a sulit,-kar.ena
kebanyaian pipa PDAM jaringan tua di Kota Amlapur-a-kini-su-
dah berada di tengah jalan aspal. Saat ada pipa bocor, dilakukan
penggalian aspal keras di tengah lalu Iintas dan di bawah terik
matahari.

Pasokan air PDAM ngadat, juga bisa disebabkan saat ada
pengurasan air di reservoar atau bak penampulga-n seperti dires-
Ltuo"u" Tu-egu. Baknya tak terlalu besar dibandingkan banyaknya
pasokan ke iumah penduduk serta mengisi pipa {i perj+P+
sehingga usai pengurasan perlu waktu lama untuk mengisi bak
rese*-oar dan perjalanan air dari reservoar ke pe}anggan, sehingga
perlu waktu menunggu air. "Namun, dalam satu atau dua hari,
pasokan air kembali lancar," katanya. (0f 3)
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,Klinik Pendidikan ,r/ I

AjukanAnggarurr
Rehab dan Operasional

Tabanan (Bali Post) -
Untuk memaksimalkan

tugas dan fungsinYa. khusus-
nvi daL,a- mungatasi masalah
plndidikan di KabuPaten
Tabanan, pengelola Klinik
Pupfidikan mengajukan ang-
garan Rp 600 juta kePada
komisi lV DPRD Tabanan'
yang membidangi masalah
pendidikan di anggaran Pe-
iubahan APBD Tabanan.
Jika disetujui. anggaran terse-
but nantinya sebagian akan
disunakan untuk kegiatan
oplrasional dan sebagian lagi
untuk rehabilitasi gedung
yang kondisinYa sangat tidak
Iayak.- 

"Kami haraPkan usulan
ini disetujui," ujar Madra
Suartana, Ketua Dewan Pen-
didikan Tabanan, Senin (6/7)

kemarin. DikatakannYa den-
gan kondisi gedung YanS tidak
lavak pakai tersebut, aktivitas
rtur't p"ogru* Yang dikemas
oleh klinik pendidikan se-
lama ini selalu meminjam
tempat lain. 'Jika sudah ada
bangunan layak. tentu saja
permasalahan Pendidikan
iiaat hgi pinjam temPat ke
sana kemari," ujarnYa.

Awalnya, kata Madra ta-
hun anggaran induk 2015
memang ada anggaran untuk
Klinik Pendidikan RP 100
juta yang nemPel di Pagu

anggaran Dinas Pendidikan.
Hanva saia, karena melihat
peruntukan waktu itu di-
lneeap tidak searah dengan
prJsta- Klinik Pendidikan.
i".ti itr't dikembalikan'

"Pada anggaran Peruba-
han kembali diajukan RP 200
juta, tapi kami meminta ada
penambahan anggaran kar-
ena perbaikan bangunan dan
operasional. Ini juga melihat
respons positif dari wabuP dan
kalangan dewan khususnYa
yang membidangi Pendidi-
kan," ucapnya.

Anggota Komisi IV DPRD
Tabanan I Gusti Komang
Wastana menyambut baik
kegiatan-kegiatan Yang dige-
Iar oleh Dewan Pendidikan
dan Klinik Pendidikan di
Tabanan.' Awalnya kami ragu
dengan keberadaan Klinik
Pendidikan. Setelah beberaPa
kali menggelar sebuah roork-
shop dan kegiatan Pendidikan
Iainnya. kami meYakini kin-
erja lembaga ini," ujarnYa.

Sebagai komisi yang mem-
bidangi pendidikan, PihaknYa
telah menganggarkan dana
untuk Klinik Pendidikan sebe-

sar Rp 200 juta dan untuk
anggaran penrbahan recanan-
ya menjadi skala Prioritas
diposkan anggaran untuk
Klinil< dan Dewan Pendidikan
di Tabanan. (kmb28)
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KASUS dugan korupsi
pengadaan lahan Dermaga
Gunaksa di Klungkung, untuk
terdakwa tim sembilan, Senin
(6/7) kemarin sudah mulai
masuk agenda pemeriksaan
terdakwa. Dalam sidang terpi-
sah, lima terdakwa yang men-
jalani pemeriksaan adalah I
Gusti Ngurah Gede dan I Gusti
Gde Wiratmadja dengan ketua
majelis hakim Cening Budiana.
Sedangkan tim kedua ada-
lah terdakwa Ketut Janapria
(mantan Sekda Klungkung),
Ir. I Made Ngurah (pensiu-
nan PNS) dan A.A. Sagung
Mastini (mantan Kepala BPN
Klungkung) dengan ketua ma-
jelis hakim Beslin Sihombing
dibantu hakim anggota Sumali
dan Hartono.

Kelima terdakwa yang di-
dampingi penasihat huku-
mnya, mengaku menyesali
perbuatannya karena bersalah
dalam menjalankan SK yang
dibuat oleh bupati. Pertama
yang diperiksa sebagai terdak-
wa adalah I Gusti Ngurah Gede
dan I Gusti Gde Wiratmadja.
Jaksa penuntut umum (JP[I)
A.A. Gede Putra yang diberi
kesempatan untuk bertanya
lebih dahulu, awalnya mem-
pertanyakan soal pertemuan.
Dikatakannya. tim sembilan
ini pernah rapat. Rapat perta-
ma tentang pembentukan tim
penilai di ruangan PIt. Sekda
Klungkung (Janapria-red) dan
kedua juga di sana. Sedangkan
sosialisasinya, dilakukan di
Gunaksa. "Sosialisasi menda-
tangkan bupati," sebut saksi.

"Mengapa mendatangkan
bupati?," sambung hakim.
"Karena kami di tim sem-
bilan belum mendapatkan
kesepakatan harga," sebutnya.
Kedatangan bupati (Wayan
Candra-red), untuk memediasi
antara masyarakat pemilik
tanah supaya terdapat kes-
epatan tentang ganti rugi.

tangan, yang mestinya bupati
hanya menerima laporan. Ter-
dakwa bersikukuh dan berla-
san, bupati diperlukan untuk
negosiasi dengan pemilik la[61.
'I(arena tim sembilan merasa
tidak mampu melakukan nego-
siasi," sebut terdakwa.

Lantas, bagaimana sampai
pada kesimpulan? "Bapak bu-
pati akhirnya menggunakan
penilaian tim penilai," katanya.
Dari harga semula yang dita-
warkan Rp 13.140.000, dinaik-
kan oleh bupati hingga Rp iS.S
juta. Terakhir, disepakati Rp
14 juta. "Karena.masyarakat
tidak setuju jika harga Rp
13.140.000, sehingga pak bu-
pati turun. Alhirnya d,eac loch,"
sebut saksi.

Hakim anggota kemudian
mengejar kembah sebagaima-
na keterangan saksi, yakni
harga tanah di sana Rp 8 juta.
"Selaku satgas, mengapa harga
tanah di sana semestinya yang
Rp 8 juta disepakati Rpi4lutal
saudara tidak mengetahui
itu?" Tanya hakim. Terdakwa
mengatakan tidak tahu. "Lan-
tas, tanggung jawab satgas
pada siapa?," tanya hakim.
Terdakwa mensafakan sat-
gas bertanggung jawab pada
panitia. "Lah, satgas saudara
(terdakwa-red). panitia sau-
dara (terdakwa-red), ini kan
jeruk makan jeruk namanya,"
kata hakim jengkel. (asa)

Korupsi Pengadaan Lahan Dermaga Gunaksa

Hqkim Sebut Terdalwa "Jeruk Makan Jeruk"
Awalnya tim penilai men-
emukan harga Rp 13.140.000
untuk satu arenya. Namun
harga tersebut tidak disetujui
hingga terjadi dead,Ioch. Da-
tanglah bupati dan akhirnya
disepakati harga Rp 14 juta.

Dalam persidangarl terkuak
bahwa itu adalah rekayasa
karena pemilik tanah itu sang
bupati (Candra-red) dengan
menggunakan nama lain sep-
erti Ni Made Anggara Juni
Sari. Selain soal ganti rugi,
yang membuat hakim dan
jaksa cukup jengkel adalah
peranan satgas yang dibentuk
panitia pengadaan. ''lim pe-
nilai dibentuk Bapak Bupati,"
sebut terdakwa.

Terkuak pula, walau men-
jddi tim dan satgas, Gusti
Nguah Gede tidak pernah ke
laqangan. Namun fiakui, per-
nah menerima honor. Kendati
demikian, terdakwa mengaku
bahwa satgas sudah bekerja
sesuai dengan tupoksinya.
Yang jelas, kata terdakwa,
soal harga Rp 14 juta itu su-
dah ditentukan tim nilai yang
ditunjuk bupati.

Majelis hakim mencoba
mengorek, kenapa mesti Gu-
naksa ditetapkan sebagai loka-
si dermaga. Saksi mengaku
lupa alasannya. l'Lupa yang
mulia." kata terdakwa.

Halrim !e6fa1i memPertan-
yakan, mengapa bupati campur

TERDAKWA - Jonoprio dkh. eaat menjolani pemeriksaon
sebagai terd.akwo d.i Pengad.ilon Trp tkg,rpeppagor,

Lz
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Maksimalkan PAD

a

a

Bali Posvd€d

PERTT'MBU-
HAN PAD di Ka-
bupaten Gianyar
secara nyath dari
tahun ke tahun
mengalami pen-
ingkatan yang
cukup signifikan.
Pemkab Gianyar
pun berkomit-
men memaksi-
malkan capaian
PAD melalui se-
juinlah program
dan terobosan.

Bupati GianYa'r A.A. Gde Aggng
Bharata belum lama ini mengungkap-*
kan, upaya memaksimalkan PAD belupa
tindak linjut baik secara intensifikasi
mauDun ekstensifikasi. Teknis pelaksa-
truatttty^ berupa rekonsiliasi harian dan
bulanan, mengadakan sistem tunggu'
audit terhadap wajib pajak (W?) dengan
oendampingan dari Universitas Udayana
hutt 

"uuf 
inisedang dilaksanakan uji coba

sistem pajakonline bekerja sama dengan
BPD Bali.

"Sertaterus berupaya m'enggalr potensr

WP hidtr'Untuk upaya ekstensifikasi ini'
kamirtitin melakukan pendataan dan men-
carl potensi-potensi baru baik potensi hotel'
restoran, hiLuran, dan air tanah' Seiring
dengan hal tersebut, peningkatan penga-

wasin terhadap pelaksanaan di lapangan
telah pula dilakukan," tambahnYa'

MenurutnYa, untuk meningkatkan
PAD, pemerintah akan segera -me9pgl-
baiki iistem aplikasi vang berbasis IT'
membuat regulasi serta menegakkan
aturan yang ada. Di sisi lain, lelakukan
prosram int-ensfikasi terhadap objek pajlk
dan" objek retribusi. juga berfoLrr,q p-ada

proses penagihannya dengan melibatkan
iemua unsur SKPD terkait.

Terkait pajak air tanah yang hingga
saat ini masih terdapat pemungutan
dengan sistem komulatif meskipun WP
telal memasang water meter, Agqttg
Bharata menyatakan, pemerintah sudah
mengimbau WP untuk mengganti water
meter yang rusak atau mati. Mqrurttlya,
sesuai- ket-entuan dan saran BPK, Dinas
Pendapatan (Dispenda) Kabupate-n-Gi'
unvar iidak memiliki kewenangan dalam
hai pengadaan water meter. "Untuk itu
ke depannya, Dispenda akan menetap-
kan vblume pemakaian air berdasarkan
kapas'-tas pompa yang dimiliki oleh WP"'
tegasnya. (ded)
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Gusti Ngurah Suponii :"**t
Pendamping PNPM v

APARATUR desa diharapkan tidak takut dalam mengdlola
dana desa. Sepanjang memenuhi aturan dan sesuai juklak,
pengelolaan dana desa akan terhindar dari praktik penyim-

iangan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Gusti Ngurah
Supanji merespons kekhawatiran banyak kalangan tefiadap
kinerja aparatur desa dalam mengelola dana desa. "Kami te-
lah b-erkali-kali mengadakan bimtek. Saya yakin mereka bisa
mengelola dana tersebut dengan baik," ujarnya, belum lama
ini. B-ahkan terkait tenaga pendamping yang diharapkan bisa
meminimalisir kesalahan administrasi yang berujung pada
kasus hukum, Supanji menekankan jika Kementrian Desa
sudah meluncurkan dana pendampingan, khususnya terh-
adap pelaksanaan dana desa. Mantan Kadis DKP Tabanan
ini manambahkan sebelum pemerintah pusat mencanang-
kan program pendampingan, pihaknya bahkan selama ttga-
butah te'ian m'elakukan program tersebut yang didanai APBD'
"Pendamping PNPM yang berakhir Desember 2014 kita
rekrut kembali dan diarahkan ke pendampingan selama tiga
bulan, dimana per kecamatan dua tenaga pendamping yakni
fasilitator kecamatan dan lasilitator teknis," jelasnya- Ditam-
bahkannya alokasi dana desa sudah ditransfer ke rekening
desa, sedangkan Dana Alokasi Daerah (DAD) dan Bantuan
Karangan Kabupaten'(BKK) belum sepenuhnya diterima oleh
desa. (kmb28)
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Sidang Dugaan Korupsi Adhi Karya

PengacaraBongkar Bagi-bagi THR Ta
Denpasar (Bali Poi*) -

Mantan Kepala Divisi PT
Adhi Karya Wilayah VII, Imam
Wijaya Santosa, Senin (6/7)
kemarin kembali dihadirkan di
Pengadilan Tipikor Denpasar.
Sementara jalsa penuntut
umum (JPU) $rayan Sutarjana,
Martinus T#uh Suluh, dkk.,
menghadirkan sejumlah saksi,
yakni Jaspiran Bin Jayadi, Ni
Made Mulyati dan FjtriArnitha
Dewi. Yang menf,rik, dalam
sidang yang dipimpil l6kim
Cening Budiani dengan hakim
anggota Gede Hariadi dan Su-
mali, justru terungkap bahwa
PI adhi Karya mengeluarkan
atau bagi-bagi T\rnjangan Hari
Raya (IHR) tambahan.

Awalnya,. saksi berusaha
berbohong dan mengaku tidak
menerima. Namun berkat keg-
esitan pengacara terdakwa,
yakni Agus Sujoko dan Edy
Hartaka, saksi akhirnya men-

gakui sudah menerima, bahkan
sejak kepemimpinan I1l Adhi
Karya sebelum terdakwa Iman
Wijaya Sentoso. Tiga orang
saksi ini dikejar terkait pola ba-
gr-bagr THR tambahan, selain
THR resmi. Mulyati mengata-
kan, memang dirinya menda-
patka4 THR resmi Rp 3,5 juta.
THR resm i ini Langsung masuk
ke rekening masing-masing.
Kemudian, dia dipanggil lagi
oleh terdakwa Imam Wijaya,
diberikan lagi tambahan se-
cara pribadi Rp 3,3 juta. Untuk
tahun 2009, kembali diberikan
dengan pola sama, tambahan
Rp 3,5 juta selain THR resmi.

Pengakuan yang sama juga
disebutkan Fitri. Dia menga-
takan mendapatkan THR. Dia
mendapatkan Rp 2,3 juta tam-
bahan, sedangkan yang resmi
adalah Rp 2,6 juta. Sedangkan,
Jaspiran mengakui dapat tam-
bahan, tetapi nilainya lupa.

"Saya dikasi" saya bilang terima
kasih," ungkapnya.

Ada sekitar 50 karyawan
yang dapat uang tambahan dari
Wijaya dan diserahkan lang-
sung oleh terdakwa. Setelah
terjadi kasus, akhirnya semua
THR tambahan ini dikumpul-
kan kembali oleh bagian keuan-
gan dan diserahkan kejaksa.

Imam Wijaya diberikan kes-
empatair untuk menanggapi
dan bertanya. Terdakwa memi-
lih bertanya, yakni mengapa
THR tambahan dari Kepala
Divisi sebelumnya tidak dirakui.
'?ola itu saya lakukan kalena
meniru yang sebelum-sebel-
umnya. Kenapa tidak diakui?,"
tanya Imam Wijaya. Semua
salsi awalnya terdiam, sebelum
akhirnya mengaku tidak ada;
Majelis hakim juga berusaha
mengorek, namun saksi tetap
mengatakan tidak ada.

Pengacara terdakwa, Agus

Sujoko, giliran bertanya. 'Ka-
lian sudah disumpah. Saksidis-
umpah. Ini tanggung jawab ke
Tuhan. Ini bulan puasa, jangan
bohong," ungkap Agus Sujoko,
kembali mempertanyakan soal
THRtambahanitu.

Saksi pun keder dan ke-
bohongan saksi terkuak. Mu-
lyati akhirnya buka suara dan
mengatakan pola tambahan
THR memang sudah ada sejak
(pimpinan divisi) sebelumnya.
Dia mengatakan, era kepala
Divisi Imam Baikhaki juga
sama. 'Ya saya mengakui, za-
man Pak Imam juga sama ada
tambahan " ungkapnya.

Sedangkan dua saksi lairurya,
dari jawaban tidak ada malah
mengaku lupa. Atas kondisi ini,
kembali dikejar.'Apakah uang
yang didapat sebelum-sebel-
runnya fljls6lalikan ke jalrsa,"
tanya Agus Sujoko. "Tidak,"
jawab Mulyati. (kmh37)
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SuwirtaHarapkan 
,

Petugas Damkar Sigap
Semarapura (Bali post) -
, PgTbangunan sarana dan prasarana perkantoran di pem_
kab.Klungkung semakin Teningkat. Seielah p"*b""S"";"
Puskes m a s B_a nj ara ngka n I, kinigilira n b a ngu na n pemlad a m
Kebakaran (Damkar) Klungkung mulai dikebut pengerjaan_
nya. Pengerjaan bangunan Damkar yang berada sa"tu"line-
kunga_n dengan Dinas Pekerjaan Umum (pU) Klungkung iii
d_itandai peletakan batu.peit-ama oleh Bupati Kt;;k;?rt;
Nyoman Suwirta, Senin (6/2) kemarin.

.Kadis PU Klungkung, Ketut Suayadnya di sela-sela pele_
takan batu perta-ma men_gatakan pembinguna., barrg;irun
s3dq1s Damkar dianggarkan melalui Dani Alokasi Xi"susqle{) Rp 2,2 fniliar lebih. "selain menjadi garase kendaraan
Damkar,. nantilya juga diperuntukkan ruing administ;;i
petugas," ujar Suayadnya didampingi Kasi Damkar Wayan
Toya.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta trerharap dengan diban-
gunnya bangunan Damkar berlantai dua ini ke depannya bisa
menct'kupi untuk menyimpan sarana pemadam'serta -en_rngkatkan kesigapan petugas dalam menyiapkan peralatan
apabila terjadi suatu musibah.,'Jika terjidi iuattr- musibah
alat-alat bisa cepat keluar," ujar Bupati 

-Suwirta. 
Selal" ii",

$enga.n meningkatnya tempat dan fasilitas yang mencukupi,
bupati asal Nusa Penida iniberharap kinerja petirgas Damk'ar
semakin meningkat.

B{TU;Bu4 ati Klunshung I Nyoman Suwirtameflf;Wn
p_e I e t a h @ n_.b gtu p e rt am a p em b ong un on g e dung D amh or,
Senin (il7) kemarin.
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